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ABSTRACT

The Uncontrolled agricultural land conversion affects the decreasing
of paddy fields in Solok City. This has an impact on the decrease of rice
production, which is feared to threaten food security in Solok City. It is
important for the Local Government to establish Sustainable Food Farming
(LP2B) to consider the impact in order to protect productive agricultural
land, especially paddy fields, in order not to be converted into other uses.

The research method is used is quantitative method with spatial
approach. Analytical techniques is used are the technique of overlay and
total pengharkatan. The analysis has done by stacking / overlaying some
data or maps. The results of the data analysis include the land suitability
map of 2018 land use with spatial plan map (RTRW), agricultural land
suitability map for paddy field and LP2B potential map in Solok City.

Based on the results of research and analysis, it is known: 1) the
suitability of land used in 2018 with RTRW for the appropriate category of
437,24 ha (40,6%), it is supporting to 639,20 ha (59,4%), in fact, the criteria
is not appropriate and very unsuitable for the founding in Kota Solok; 2) the
suitability of paddy field in Solok city for the class is very suitable as wide
as 869,56 ha (80,8%), it is sufficient according to the width of 205,25 ha
(19%) and marginal is suitable to area 1.65 ha (0,2%), while the unsuitable
class is not found in Kota Solok; 3) the potential locations for sustainable
agriculture for LP2B criteria of 326,00 ha (30.3%), LP2B potential of
545.44 ha (50.7%), LCP2B of 114.58 ha (10.6%) and potential LCP2B
90.42 ha (8.4%); 4) the role of the Ministry of ATR/BPN in the
establishment of LP2B is to conduct inventory and provision of sustainable
agricultural land data through making potential LP2B field distribution map.
The contribution of this research for the Local Government is to be used as a
material proposal in the establishment of LP2B in Solok City.

Keywords: The over land function, rice field, agriculture land of sustainable
food.
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam menyebabkan
terjadinya persaingan dalam memperoleh tanah, sehingga tanah tersebut
digunakan untuk bermacam-macam kegiatan antara lain untuk pertanian,
pembangunan perumahan, permukiman dan industri. Pembangunan
merupakan tuntunan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena
jumlah penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tanahpun
bertambah seiring dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia
(Adisasmita 2010, 1).

Seiiring meningkatnya kebutuhan tanah untuk pembangunan, maka
semakin meningkat pula laju besarnya konversi atau alih fungsi penggunaan
tanah dari pertanian ke non-pertanian. Adanya alih fungsi tanah pertanian
khususnya tanah sawah akan mempengaruhi produksi beras sebagali
makanan pokok masyarakat Indonesia, sehingga menjadi ancaman terhadap
pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan (Supratikno dkk
2016, 23). Alih fungsi tanah sawah mempunyai implikasi yang serius
terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat
pertanian yang kehidupannya tergantung pada lahannya.

Menurut Sutaryono (2016) konversi lahan pertanian berdampak
pada: (a) hilangnya lahan pertanian produktif, yang kontraproduktif dengan
cita-cita swasembada pangan; (b) ketergantungan impor pangan semakin
meningkat; (c) harga pangan semakin tinggi; (d) berkurangnya lapangan
pekerjaan di sektor pertanian; (e) semakin meningkatnya jumlah buruh tani
dan petani tanpa tanah; dan (f) meningkatnya kerentanan sosial dan
pengangguran di perdesaan.

Bagi sektor pertanian, tanah sawah merupakan faktor produksi utama
dan tak tergantikan keberadaannya. Oleh karena itu sektor pertanian

dianggap sebagai sektor strategis dan berperan penting dalam perekonomian



nasional serta kelangsungan hidup masyarakat. Jika alih fungsi tanah sawah
tidak terkendali, maka akan mengakibatkan berkurangnya luasan tanah
sawah sehingga mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan
kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya alih fungsi tanah
sawah yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat
mengontrol laju alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian. Salah
satu upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian pangan dan
perlindungan terhadap lahan pertanian pangan produktif dilakukan melalui
regulasi yang diharapkan dapat: (1) menjamin tersedianya lahan pertanian
yang cukup; (2) mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke
penggunaan non pertanian secara tidak terkendali; dan (3) menjamin akses
masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia (Departemen
Pertanian 2006).

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan
perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu
peraturan perundang-undangan. Pemerintah telah menetapkan UU Nomor
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan adalah lahan pertanian yang ditetapkan untuk
dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan
pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Selanjutnya pada pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perlindungan lahan
pertanian untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan, menjamin
ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan
kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta melindungi
kepemilikan lahan pertanian pangan petani.

Secara garis besar UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi aturan/ketetapan tentang: (a)
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; (b) pengaturan alih fungsi

lahan; (c) keterkaitan dengan peraturan lain; (d) sistem informasi lahan



berkelanjutan; (e) pemberdayaan masyarakat; dan (f) sistem insentif dan
sanksi. UU Nomor 41 Tahun 2009 merupakan rambu-rambu pengamanan
lahan sawah untuk produksi pangan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih
lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi
Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya
dapat berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS Kota Solok luas tanah sawah di Kota Solok
pada tahun 2014 seluas 876 ha atau sekitar 15,2 % dari total luas Kota
Solok. Luas tersebut jauh berkurang dibandingkan luas tanah sawah tahun
2010 sebanyak 1254 ha atau menurun 378 ha. Penurunan luas tanah sawah
di Kota Solok ini didominasi oleh pembangunan perumahan, fasilitas umum
dan bangunan lainnya. Di sisi lain, berdasarkan data BPS Kota Solok jumlah
penduduk Kota Solok cenderung meningkat, pada tahun 2003 berjumlah
53.862 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun pada tahun 2013 menjadi 63.541
jiwa (meningkat 17,97%). Peningkatan jumlah penduduk ini sangat
berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan hidup seperti pangan,
pemukiman, fasilitas umum dan bangunan lainnya. Alih fungsi tanah sawah
di Kota Solok memang tidak bisa dipungkiri, beberapa areal sawah
produktif di Kota Solok telah dialihfungsikan menjadi perkantoran dan
perumahan. Tanah sawah di Kota Solok lebih dilirik untuk di alih fungsi
karena lokasi sawahnya berada pada pusat kota serta dekat dengan berbagai
fasilitas umum.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi hal yang harus diperhatikan
karena berdampak pada produksi tanaman pangan yaitu padi. Hal ini senada
dengan Nofita (2016, 3) yang menyatakan bahwa apabila alih fungsi tanah
pertanian di Kota Solok tidak dapat dikendalikan, maka memicu terjadinya
penurunan produksi padi yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap

produksi beras dan pemenuhan kebutuhan pangan (beras) oleh penduduk.



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok No 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Kota Solok Tahun 2012-2031, tujuan penataan
ruang Kota Solok adalah untuk mewujudkan Kota Solok sebagai Kota
Perdagangan, Jasa dan Pendidikan berbasis agribisnis melalui optimasi
penyediaan prasaran dan Sarana Perkotaan dengan tetap memperhatikan
daya dukung lingkungan. Demi menunjang tujuan tersebut maka Kota Solok
telah menetapkan luas kawasan budidaya tanaman pangan dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut adalah seluas 490,06 ha. Apabila
dibandingkan dengan data yang bersumber dari BPS luas lahan sawah Kota
Solok pada tahun 2014 yaitu 876 ha. Hal ini berarti ada perbedaan luas
yakni sekitar 386 ha lahan sawah yang belum ditetapkan sebagai kawasan
budidaya tanaman pangan dalam RTRW, maka terdapat peluang terjadi alih
fungsi tanah sawah di Kota Solok.

Berdasarkan uraian di atas, diperlukan upaya untuk menekan dan
mengontrol laju alih fungsi tanah pertanian khususnya tanah sawah. Oleh
karena itu, guna upaya mempertahankan tanah pertanian pangan di Kota
Solok maka dilakukan penelitian berjudul “Penentuan Lokasi Potensial
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Solok

Provinsi Sumatera Barat”

Perumusan Masalah

Pertumbuhan penduduk di Kota Solok mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan akan tanah. Sementara luas tanah yang tersedia untuk memenuhi
kebutuhan tersebut tidak bertambah sehingga lahan pertanian terutama
sawah menjadi pilihan untuk dialihfungsikan. Tidak jarang tanah sawah
yang subur dan produktif berubah menjadi perumahan, sehingga banyak
ditemukan penggunaan tanah sawah yang ada tidak mengacu pada
peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-
2031.



Alih fungsi tanah pertanian yang tidak terkendali mengakibatkan
semakin berkurangnya tanah sawah di Kota Solok, sehingga berdampak
pada produksi beras di Kota Solok yang semakin menurun tiap tahunnya.
Penurunan produksi padi di Kota Solok dikhawatirkan akan mengancam
ketahanan pangan di Kota Solok. Mengingat dampak yang ditimbulkan,
penting bagi Pemerintah Daerah Kota Solok menetapkan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan guna melindungi lahan pertanian produktif di Kota
Solok.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa persoalan-persoalan utama
yang terjadi di Kota Solok dalam menentukan lahan pertanian pangan
berkelanjutan antara lain:

1. Terjadi alih fungsi lahan sawah, sehingga berkurangnya lahan pertanian
yang ada di Kota Solok.

2. Belum ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),
sehingga belum menjamin ketersediaan pangan di Kota Solok.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

penentuan lokasi potensial Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di

Kota Solok?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Untuk mengidentifikasi lokasi potensial lahan pertanian pangan
berkelanjutan di Kota Solok.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

a. Secara teoritis hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan
ilmu pengetahuan dalam mengungkapkan lokasi potensial lahan
pangan berkelanjutan di Kota Solok

b. Secara praktis hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada
Pemerintah Daerah Kota Solok mengenai lokasi potensial lahan

pertanian pangan berkelanjutan.



A.

BAB VII
PENUTUP

Kesimpulan

1.

Peta kesesuaian penggunaan tanah sawah tahun 2018 dengan rencana
tata ruang wilayah di Kota Solok diklasifikasikan menjadi empat
tingkat kesesuaian yaitu, Sesuai (S), Mendukung (M), Tidak Sesuali
(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Kesesuaian penggunaan tanah
sawah tahun 2018 dengan RTRW untuk kategori Sesuai seluas 437,24
ha dan Mendukung seluas 639,20 ha, sedangkan kriteria Tidak Sesuai
dan Sangat Tidak Sesuai tidak ditemukan di Kota Solok.

Peta kesesuaian tanah pertanian untuk sawah di Kota Solok
diklasifikasikan menjadi tiga kriteria yaitu, Sangat Sesuai (S1), Cukup
Sesuai (S2), Sesuai Marginal (S3) dan Tidak Sesuai (N) . Kesesuaian
tanah pertanian sawah untuk kriteria Sangat Sesuai seluas 869,56 ha,
Cukup Sesuai seluas 205,25 ha dan Sesuai Marginal 1,65 ha, sedangkan
kriteria Tidak Sesuai tidak ditemukan di Kota Solok.

Peta potensi LP2B Kota Solok diklasifikasi menjadi empat kriteria
yaitu, LP2B, Potensi LP2B, LCP2B dan Potensi LCP2B. Untuk kriteria
LP2B adalah seluas 326,00 ha, kriteria Potensi LP2B seluas 545,44 ha,
kriteria LCP2B seluas 114,58 ha dan kriteria Potensi LCP2B seluas
90,42 ha.

Peran Kementerian ATR/BPN dalam penetapan LP2B adalah
melakukan inventarisasi dan penyediaan data lahan pertanian pangan
berkelanjutan. Strategi yang dilakukan dalam penyediaan data lahan
pertanian pangan berkelanjutan ini adalah dengan cara pembuatan peta
sebaran sawah potensi LP2B. Peta ini memberikan informasi mengenai
kesesuaian lahan untuk sawah, luas baku sawah, sebaran sawah, status
penguasaan dan pemilikan tanah, produktivitas tanah, intensitas sawah,

jenis irigasi sawah dan pemanfaatan sawah.
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B.

Saran

1.

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui lokasi potensial Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diharapkan hasil penelitian ini
dapat digunakan sebagai acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah
Daerah dalam percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) di Kota Solok.

Terhadap lahan potensi LP2B yang tidak sesuai dengan peruntukan
dalam RTRW, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan
rekomendasi oleh Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam RTRW.

Berkaitan dengan penyediaan data tanah pertanian untuk penetapan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kementerian ATR/BPN
harus lebih berperan aktif, yakni dengan menyediakan data melalui
penyusunan neraca penatagunaan tanah dan pembuatan peta sebaran
sawah potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Perlu dilakukan penelitian lanjutan dalam analisis kesesuaian lahan
pertanian untuk sawah yang tidak hanya menggunakan empat variabel
saja, melainkan menggunakan seluruh variabel yang telah di tetapkan
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan.
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